
 

 

BUPATI SITUBONDO 
 

PERATURAN 

BUPATI  SITUBONDO 

NOMOR     8    TAHUN  2012 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO  

NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  SITUBONDO, 

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan standar 
nominal tunjangan perumahan pimpinan dan anggota 
DPRD Kabupaten Situbondo sebagaimana yang tercantum 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012 dengan 
menyesuaikan standar satuan harga yang berlaku, maka 
dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Situbondo 
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tunjangan Perumahan 
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo 
khususnya pada Pasal 2 dan Pasal 3, yang pelaksanaannya 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme           (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851);  

2. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara        (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara            (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas  Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah;  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 

Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana 

Operasional; 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 
2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 311); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten 

Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2008 Nomor 2); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).  

 
Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

188.31/006/BKAD tanggal 2 Januari 2006 perihal 

Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; 

 
MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 13 TAHUN 
2007 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SITUBONDO 

 

Pasal  1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo 
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tunjangan Perumahan 
Piompinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2008 Nomor 13) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan dari Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan dari 
Pasal 2 berbunyi sebagai berikut ; 

 

Pasal 2 

Perubahan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah 
sebagai berikut : 

a. Ketua DPRD : Rp. 5.000.000,- setiap bulan ; 

b. Wakil Ketua DPRD : Rp. 4.500.000,- setiap bulan ; 

c. Anggota DPRD : Rp. 4.000.000,- setiap bulan. 

Pasal  3 

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan sejak 
bulan Januari 2012. 
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Pasal  4 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan 
dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 
sepanjang tidak diatur dalam lain dalam Peraturan ini 
dinyatakan masih tetap berlaku. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.  
 
 

              Ditetapkan di Situbondo 
                                                                         pada tanggal 20 Februari 2012 

BUPATI SITUBONDO, 

ttd 

H. DADANG WIGIARTO, S.H. 
 

Diundangkan di Situbondo 
pada tanggal 20 Februari 2012 

  

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN SITUBONDO, 
 

ttd 
 

Drs. HADI WIJONO, S.T.,M.M. 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19541010 197603 1 010 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012  NOMOR 8 

 
 
 
 
 

 

 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 


